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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG

SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN

Menimbang

TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pelayanan kesehatan tradisional saat ini telah
berkembang pesat dan telah menjadi salah satu
alternatif pilihan bagi masyarakat sebagai upaya
pengobatan dan/atau perawatan di luar ilmu
kedokteran dan perawatan;

bahwa  Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor
0584/Menkes/SK/V1/1995 tentang Sentra
Pengembangan dan Penerapan Pengobatan
Tradisional, merupakan salah satu upaya pembinaan,
pengembangan dan pengawasan terhadap pelayanan
kesehatan tradisional agar dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya;

bahwa  Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor
0584/Menkes/SK/VI1/1995 sebagaimana butir b
sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi
saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu
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Mengingat

1.

menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan
Pengobatan Tradisional;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
003/Menkes/Per/1/2010 tentang Saintifikasi Jamu
dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
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8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VI11/2010 tentang Organisasi dan
Tatalaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SENTRA

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN
TRADISIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)
(3)
(4)

Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang
selanjutnya disebut Sentra P3T adalah suatu wadah untuk
melakukan penapisan melalui proses pengkajian, penelitian, dan/atau
pengujian terhadap metode pelayanan kesehatan tradisional yang
sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Unit Teknis Sentra P3T adalah unit yang menjalankan minimal 1
(satu) dari fungsi Sentra P3T.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.
Pasal 2

Metode pelayanan kesehatan tradisional yang akan dikembangkan
dan/atau diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan harus
berdasarkan hasil penapisan.

Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian.

Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Sentra P3T.

Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Setiap hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan
diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan, harus terlebih dahulu
ditetapkan oleh Menteri.
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